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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam

persidangan  Hakim,  telah  menjatuhkan  penetapan  sebagai  berikut  dalam

perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx

xxx,  xx  xxx,  xxxx  xxxxx  xxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx, disebut Pemohon I;

PEMOHON 2,  umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di  Jalan

Masrumi  Layar,  xx xxx,  xx xxx,  xxxx xxxxx xxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxx,  sebagai

Pemohon II;

selanjutnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  disebut

sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  04

Desember  2023 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pulang
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Pisau  dengan  register  perkara  Nomor  44/Pdt.P/2023/PA.Pps  tanggal  04

Desember 2023, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. B

ahwa,  para  Pemohon  hendak  menikahkan  anak  kandungnya  yang

beridentitas:

Nama  : CALON ISTRI
Tempat Tanggal Lahir : Anjir Pulang Pisau, 26 September 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja 

Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxx xxxxx,  xx xxx,  xx xxx,  xxxx

xxxxx  xxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  Provinsi

Kalimantan Tengah
dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama  : CALON SUAMI
Tempat Tanggal Lahir : Dusun Sei Bitik, 30 September 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tambang Emas

Pendidikan SD
Tempat kediaman di : KABUPATEN  PULANG  PISAU,  PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH.

yang  akan  dilaksanakan dan dicatatkan di  hadapan Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx ; 

2. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut

baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud

tersebut  telah  ditolak  oleh  Kantor  Urusan  Agama  xxxxxxxxx  xxxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  dengan

Surat Nomor 166/Kua.15.09.4/PW.01/11/2023 tanggal 29 November 2023;

3. Bahwa  pernikahan  tersebut  sangat  mendesak  untuk

dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai,  sering bersama

dan untuk menghindari perbuatan zina, para Pemohon juga merasa anak
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mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak

para  Pemohon  telah  menjalin  hubungan  selama  kurang  lebih  1  (satu)

tahun  dan  tanggal  pernikahan  sudah  ditentukan  tanggal  17  Desember

2023;  

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut

tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;  

5. Bahwa  anak  para  Pemohon  berstatus  perawan  dalam usia  17

(tujuh  belas)  tahun  2  (dua)  bulan  dan  calon  dari  anak  para  Pemohon

berstatus jejaka dalam usia 30 (tiga puluh) tahun 2 (dua) bulan dan telah

akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;  

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;  

     Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini

mohon  kiranya  untuk  berkenan  menerima,  memeriksa,  mengadili  serta

memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  

2. Memberi  dispensasi  kepada  anak  Pemohon  I  dan  Pemohon II

bernama Hairiah binti M. Saidi untuk melangsungkan pernikahan dengan

calon suaminya bernama Rano bin Yayan; 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;  

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di depan sidang;

Bahwa pada hari  dan tanggal  persidangan yang telah ditetapkan, para

Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada

para Pemohon, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  dengan  maksud  agar

rencana  pernikahan  anak  para  Pemohon   tersebut  ditunda  sampai  anak

dimaksud  berusia  19  tahun  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik

fisik maupun kejiwaan calon mempelai  telah matang dan dewasa,  dan para

Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  Hakim  menunjuk

Berita  Acara  Sidang  pada  perkara  ini  dan  dianggap  telah  tercantum,  dan

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan,

Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  yang  dilaksanakan  pada  hari

Kamis  tanggal  14  Desember  2023,  setelah  dinasihati  oleh  Hakim  tentang

dampak dari  pernikahan usia  dini,  Pemohon I  dan Pemohon II  menyatakan

mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan

sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang

hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271

Reglement  op  de  Rechtsvordering (Rv.)  yang  berbunyi  “Penggugat  dapat

melepaskan  instansi  (mencabut  perkaranya)  asal  hal  itu  dilakukan  sebelum

diberikan  jawaban.  Setelah  ada  jawaban,  maka  pencabutan  instansi  hanya

dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan” dapat diberlakukan;

Menimbang,  bahwa  berdasakan  pasal  271  Rv.  tersebut,  Hakim

berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak

memerlukan adanya proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara dapat

dilakukan kapan saja sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

oleh  karenanya  Hakim  berkesimpulan  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II patut untuk dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  pencabutan  perkara

tersebut  dilakukan setelah perkaranya didaftar  di  Pengadilan Agama Pulang

Pisau  dengan  register  perkara  Nomor:  44/Pdt.P/2023/PA.Pps  tanggal  04

Desember 2023, dan juga Pemohon I dan Pemohon II sudah dipanggil untuk

hadir di  ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini  dibebankan kepada

Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Syara’ yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

44/Pdt.P/2023/PA.Pps dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu

rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada

hari  Kamis tanggal  14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal  1

Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh  M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.
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Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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